
BUPATI IIALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALITIAHERA BARAT
NOMOR q IKPTS/tl2A24

TENTANG

PEMBERIAtr TAMBAIIAS PEIVGHASILAIT BERDASARI(AI$ OBJEKTIF LIUIYIUYA KEPAI}A
APARATT'R SIPIL ITTGARA PADA SATUAIT IIIR*IA INSPEKTORAT DATRAII

KABUPATEI{ HAI"MAI{ERA BARAT

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

Menimbalg : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat {2) Peraturan
Pemerintatr Nomor 12 Tahun zAW tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memtrerikan
tambahan penghasil,an kepada pegawai ASN dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dal memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tambahan penghasil;an
diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, danlatau pertimbangan
objektif Lainnya;

b. bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah
telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga menimbulkan
konsekuensi beban tugas yang berat dan beresiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sgfoagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil
Negara {ASN) Pada Satuan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapaa Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat ll palam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang---+rndang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Provinsi
Maluku Utana, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
sebagaimaaa Telah Diubah Dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepuliauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku UEra;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentalg Perimbangan Keuangan

antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-und.ang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang Pengelolaaa

Keuangan Daerah;
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahlurt 2O2O tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat Nomor 2 Tahun 2421
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ha}nahera Barat Nomor 2 Tahun 2A22
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hatmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2O2a;

17. Peraturan Bupati Halmahera Barat 20 Tahun 2O2L tentang P0rubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Haftnahera Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2424;

Reviu Inspektorat dan Besaral Anggaran Rencana Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

MIMUTUSKAN:

Memberikaa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif l^ainnya Kepada
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Satuan Keq'a Inspektorat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat mulai Tahun Anggaran 2024, dengal besaran
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan dengan tresaran
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Ohjektif Lainnya
sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan
teknis pemba5raran dilaksalakan dan dikoordinir serta dibawah tanggung
jawab Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Segala braya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkarulya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h, pos
Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berl;aku pada tanggal ditetapkan.
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Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

Ass. Bid. Pemr & Kesra

Kabag. Hukum & Orgs
JAMES UAITG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR : I /KP|S/\12024
TANGGAL: ). J4rvun rrl 2024

TENTA].IG : DAFT'nR PEMBERIAI.{ TAMBAHAN Ptri.{GHASiLAN BERDASARKAI.{ OB.JEKTIF
LA]NNYA KEPADA APARATUR SiPIL NEGARA PADA SATUAN KBRJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HALMAHBRA BARAT.

BUPATI BARAT,

NO JABATAN STRUKTURAL
BESARAN TAMBAHAN

PENGHASILAN {RP} KET

1

2

3

4

rJ

INSPEKTUR

SBKRETARiS

INSPEKTUR PEMBANTU

KASUBAG

ir _t A-tr

Rp. 8.OO0.OOO,-

Rp. 5.500.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp.2.500.000,-

Rp. 1.5OO.OOO,-

NO JABATAN FUNGSIONAL
BESARAN TAMBAT.IAN

PENGHASILAN {Rp} KET

1

2

3

A+

5

AUDITOR IP2UPD UTAMA

AUDTTOR lPzUPD MADYA

AUDITOR lP2UPD MUDA

AUDITOR lPzUPD PERTAMA

AUDITOR lPzUPD TRAMPIL

Rp.6.OO0.OO0,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 3.500.000,-

Rp. 2.500.000,-

Rp. 1.50O.000,-

Ass. Bid. Pemr & Kesra

Kabag. Hukum & Orgs
JAIVIES UAITG


